PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020, telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020;~

b. bahwa dikarenakan adanya Pandemi Corana Virus Disease
(COVID-19) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan
Pemerintah Daerah, Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor
177/KMK.07/2020 tentang  Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam
rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7
/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau DBH
terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan
laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020, maka
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 perlu diadakan
perubahan;_~
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);/

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);/

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);_~

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);~
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan
perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); -

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73);~

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); -

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3); -

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); -

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020; -

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020;_~
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);.”

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing
kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan
jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus
Disease (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2030;_-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Tahun Anggaran 2019; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;_-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019
tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pembayaran selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan

penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; -




37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran
2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease
(COVID-19);/

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau menghadapi
ancaman membahayakan perekonomian nasional; -
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Fisik
Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan
dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona
Virus Disease (COVID-19);

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2020
serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional;~

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/Km.7/2020
tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/
atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang
tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); -




42. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018
Nomor 1);/

43. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 Nomor 10);

44. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2019 Nomor 10);~

45. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 98), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 98
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
Nomor 3).~

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. .~
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2019 Nomor 98), diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 terdiri atas :
1. Pendapatan Daerah :
a. Pendapatan Asli
Daerah Rp. 177.556.817.557,00/
b. Dana Perimbangan Rp. 1.113.308.074.000,00.-
c. Lain-lain Pendapatan
yang Sah Rp. 317.151.107.326,07”
Jumlah Pendapatan Rp. 1.608.015.998.883,07

2. Belanja Daerah :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 556.369.124.106,07

2) Belanja Hibah Rp. 80.623.500.000,00,
3) Belanja Bantuan

Sosial Rp. 0,00
3) Belanja Bagi

Hasil kepada

Propinsi/

Kabupaten / Kota

dan

Pemerintahan

Desa Rp. 6.671.714.591,00/

4) Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Propinsi/
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan

= Desa Rp. 277.351.834.300,00~
A= 9
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5) Belanja Tidak

Terduga Rp. 46.200.000.000,00,
Jumlah Belanja
Tidak Langsung Rp. 967.216.172.997,07

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai p, 48.201.225.802,00,”

2) Belanja Barang
dan Jasa Rp. 385.946.706.144,34

3) BelanjaModal o,  945949.083.409,66

Jumlah Belanja
Langsung Rp. 677.097.915.446,00/
Surplus/(Defisit) Rp. (36.298.089.560,00)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 36.298.089.560,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan
Netto Rp 36.298.089.560,00,
Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan Rp 0,00 -

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran |
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.-

4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga Lampiran Il
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Bupati ini.,~

5. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Bupati ini._
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-

an Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 Mei 2020
HBUPATI SI RAWAS,

: HE GUNAWAN
-

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

___-=—_>
PRISKODESI
‘ BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 23
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